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Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan kebijakan pemerintah yaitu 
konversi dari minyak tanah ke LPG 3 Kg dimana LPG 3 Kg merupakan Barang 
Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak didalam daerah 
pabean wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada pangkalan LPG 3 Kg REVO di desa 
Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Manfaat dari 
penelitian ini untuk memberikan informasi serta pedoman bagi wajib pajak 
khususnya yang akan membuka usaha pangkalan LPG 3 Kg. Penulis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua 
sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data 
dilakukan dengan cara interview, observasi, studi dokumen dan melakukan 
wawancara kepada pemilik pangkalan LPG 3 Kg REVO di desa Semelinang 
Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa tata cara pemungut Pajak Pertambahan Nilai berawal dari 
PT. Pertamina menagih kepada Pemerintah atas subsidi sebesar 10% dikali 
dengan nilai subsidi dan PT. Pertamina juga memungut Pajak Pertambahan Nilai 
kepada agen LPG 3 Kg sebesar 10%. Kemudian agen menjual kepada pangkalan 
LPG 3 Kg REVO dengan selisih harga 0,86%/tabung yang seharusnya Rp. 
12.885/tabung menjadi Rp. 16.550/tabung dengan harga jual oleh pangkalan 
kepada konsumen sebesar Rp. 19.050/tabung. Jadi dapat dikatakan bahwa agen 
memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada pangkalan LPG 3 Kg REVO dengan 
menaikan harga jual. 
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1.1 Latar belakang 
Dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak 
pengganti dari Pajak Penjualan. Penggantian ini dikarenakan Pajak 
Penjualan tidak dapat lagi menampung kegiatan masyarakat dan masih 
belum dapat mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, diantaranya 
untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, serta 
pemerataan pembebanan pajak. Dasar hukum yang mengatur pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.  
Pajak dari industri minyak dan gas merupakan salah satu 
penyumbang pendapatan negara terbesar, khususnya dalam usaha 
pemasaran migas. Pajak yang dapat dipungut adalah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya atas 
penjualan hasil produksinya.  
Pada saat ini di Indonesia telah terjadi kebijakan pemerintah yang 
menetapkan konversi dari minyak tanah ke LPG 3 Kg. Awalnya produk 
LPG (liquefied Petroleum Gas) dikemas dalam tabung 12 Kg-50 Kg yang 
diperuntukan bagi kalangan terbatas. Pemerintah menerapkan suatu 
kebijakan pada tahun 2007 yaitu melakukan konversi minyak tanah ke 




memiliki sekitar 50% dari subsidi energi pemerintah dan setiap tahunnya 
subsidi tersebut semakin melonjak tinggi. 
Pangkalan LPG 3 Kg merupakan penyalur Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) 3 Kg kepada konsumen yang tergolong masyarakat menengah 
kebawah dengan harga jual ecerannya berbeda setiap daerah. Harga jual 
ecerannya berdasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada 
setiap bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi yang 
sudah termasuk biaya penanganan dan margin usaha yang wajar. 
Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 mengatur 
tentang harga jual LPG 3 Kg yang terdiri atas Harga Patokan dan Harga 
Jual Eceran. Harga Patokan diatur oleh menteri melalui Keputusan 
Menteri yang disesuaikan dengan Harga Patokan LPG dipasaran. Harga 
Jual Eceran ditentukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
Pada jenis Harga Patokan dan Harga Jual Eceran ini menjadi Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan Harga Jual yang diatur melalui 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 mengenai Harga Jual 
LPG untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil menengah. Hal ini 
menunjukan bahwa titik serah ke masyarakat adalah harga yang telah 
ditentukan oleh menteri tersebut. Sedangkan Harga Jual Eceran yang 




Peraturan Presiden 71 Tahun 2015 tentang Barang Pokok dan Barang 
Penting serta Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting. 
Liquefied Petroleum Gas yang biasa disebut LPG merupakan gas 
hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan 
penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya 
terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG (Liquefied 
Petroleum Gas) tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan kedalam tabung 
dengan berat isi 3 kilogram.  
Liquefied Petroleum Gas 3 Kg merupakan barang kebutuhan 
masyarakat dibidang energi. Dari beberapa tahun ini LPG 3 Kg 
merupakan kebutuhan yang terus meningkat sehingga membebani kas 
negara.  
Agen LPG 3 Kg harus mengantarkan LPG ke pangkalan sehingga 
dapat menimbulkan biaya yang belum disubsidikan oleh pemerintah. 
Padahal dalam struktur Harga Eceran Tertinggi diatur biaya distribusi 
agen dan margin pangkalan. Berdasarkan jalur distribusi LPG 3 Kg, alur 
kerja pendistribusian LPG 3 Kg dimulai dari Stasiun Pengisian dan 
Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang migas. SPPBE adalah mitra dari PT. Pertamina yang 
bertugas melakukan pengisian ulang tabung LPG dan pengangkutan 
bahan baku dari Depot LPG ke SPPBE. Selanjutnya, agen LPG 




pangkalan LPG 3 Kg yang sudah memiliki izin usaha pangkalan LPG 3 
Kg, kemudian LPG 3 Kg yang sudah ada di pangkalan LPG dapat 
langsung diperjual belikan kepada konsumen akhir dengan Harga Eceran 
Tertinggi sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pada setiap daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 252/PMK.011/2012 
menjelaskan bahwa LPG 3 Kg merupakan Barang Kena Pajak yang 
terutang Pajak Pertambahan Nilai maka atas dasar pemenuhan peraturan 
tersebut, jasa-jasa layanan pemerintah diluar Pasal 2 PMK 
82/PMK.03/2012 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
Didalam aturan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 menyatakan 
bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan berupa Barang Kena 
Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean 
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan dengan menggunakan 
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN. 
Pihak yang dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah 
bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan. LPG 3 Kg termasuk dalam pajak pusat yang 
dipungut oleh pemerintah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
departemen keuangan dengan pihak pemungut adalah Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) daerah. 




Pajak (KPP) di daerah terkait Pajak Pertambahan Nilai. Nilainya dimulai 
dari puluhan juta sampai dengan miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan 
adanya suatu kebijakan penentuan Harga Encer Tertinggi (HET). Dalam 
Pasal 24 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 
mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan Harga 
Eceran Tertinggi pada setiap Provinsi dan Kabupaten dengan 
memperhatikan sarana dan fasilitas serta margin pangkalan. Hal ini 
membuat sebagian agen LPG 3 Kg ditagih Pajak Pertambahan Nilai oleh 
KPP di daerah dengan asumsi bahwa Harga Eceran Tertinggi tersebut 
merupakan salah satu potensi Pajak Pertambahan Nilai yang belum 
diperhitungkan pajaknya. 
Mekanisme pembayaran pajak pada pendistribusian LPG 3 Kg 
berawal dari PT. Pertamina memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
10% kepada agen LPG 3 Kg dan menagih Pajak Pertambahan Nilai atas 
subsidi kepada pemerintah sebesar 10% dikali nilai subsidi. Kemudian 
agen menjual kepada pangkalan LPG 3 Kg dengan harga yang digunakan 
mengikuti harga jual eceran LPG tertentu yang ditetapkan oleh menteri 
dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sehingga agen tidak lagi 
memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada pangkalan LPG 3 Kg. Tetapi 
pada praktek lapangannya, banyak agen yang menjual LPG 3 Kg kepada 
pangkalan LPG 3 Kg dengan harga lebih tinggi dari harga yang sudah 
ditetapkan. Atas selisih harga tersebut, maka timbul terutang Pajak 




Pengusaha Kena Pajak dan wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 
pada setiap bulannya. 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian pada pangkalan LPG 3 Kg REVO di desa 
Semelinang Darat Kecamatan Peranap dengan judul : 
 “TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
PADA PANGKALAN LPG 3 KG REVO DI DESA SEMELINANG 
DARAT KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI 
HULU PROVINSI RIAU”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Bagaimana tata cara pemungutan PPN pada pangkalan LPG 3 Kg 
REVO di desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten 
Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan pasal 7 UU Nomor 42 
Tahun 2009? 
b. Apa kendala-kendala dalam pemungutan PPN pada pangkalan LPG 3 
Kg REVO di desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten 
Indragiri Hulu Provinsi Riau? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1.3.1 Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 




pada pangkalan LPG 3 Kg REVO di desa Semelinang Darat 
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau 
berdasarkan pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009? 
b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam  pemungutan PPN 
pada pangkalan LPG 3 Kg REVO di desa Semelinang Darat 
Kecamatan Peranap Kabupeten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 
1.3.2 Manfaat Penulisan  
 Berdasarkan tujuan penelitan yang hendak dicapai, maka 
penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 
a. Memberikan informasi dan pedoman bagi wajib pajak, 
khususnya pada masyarakat yang akan membuka usaha 
pangkalan LPG 3 Kg.  
b. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 
yang penulis peroleh selama bangku kuliah dan sebagai 
bahan referensi, masukan serta informasi untuk peneliti 
yang melakuan penelitian pada permasalahan yang sama. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
a. Bagi penulis 
  Dapat menambah wawasan pengetahuan serta 




Pertambahan Nilai pada pangkalan LPG 3 Kg. 
b. Bagi pembaca 
Memberikan referensi bagi pembaca sebagai bahan  
penelitian berikutnya. 
1.4 Metode Penulisan 
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penulisan 
 Penulis melakukan penelitian ini di pangkalan LPG 3 Kg REVO 
yang beralamat di desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap 
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan 
oleh penulis pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021.  
1.4.2 Jenis Data 
1. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya 
dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Metode yang dapat 
dilakukan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan 
cara observasi, wawancara, dan daftar pertanyaan. Wawancara 
dilakukan kepada pemilik pangkalan LPG 3 Kg REVO di desa 
Semelinang Darat Kecamatan Peranap. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui media perantara seperti dalam bentuk buku, 
laporan, catatan dan dokumen melalui data Pangkalan LPG 3 
Kg REVO. 
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 




dan studi dokumen. 
1. Interview yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
langsung terhadap pemilik Pangkalan LPG 3 Kg REVO. 
2. Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan cara 
mengambil data-data dari catatan, studi dokumen, sesuai dengan 
masalah yang diteliti. Dalam hal ini studi dokumen diperoleh 
melalui Logbook atau data  penjualan setiap bulannya. 
1.4.4  Analisis Data 
 Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara 
sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang 
terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu cara pengumpulan 
dan penyajian data, sehingga dapat dengan mudah dipahami serta 
dapat memberikan informasi yang berguna.  
1.4.5 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar 
tentang apa yang menjadi dasar suatu penelitian. Dalam sistematika 
penulisan proposal ini penulis menyusun atas empat bab dan 
disajikan secara menyeluruh. 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 




analisis data, sistematika penulisan.   
BAB II :   GAMBARAN UMUM 
  Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat 
pangkalan LPG 3 Kg REVO, Visi dan Misi serta 
Tata Nilai PT. Pertamina, Profil pangkalan LPG 3 
Kg REVO, surat keterangan hasil pemeriksaan 
pangkalan LPG 3 Kg REVO dan uraian tentang 
Peraturan Presiden Republik Indonesia pada LPG 3 
Kg. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini merupakan telaah pustaka, pada bab ini akan 
diuraikan pajak secara umum, yaitu pengertian 
pajak, fungsi pajak, sumber penerimaan pajak, 
sistem pemungutan pajak, Tata cara pemungutan 
pajak, jenis-jenis pajak, pengertian wajib pajak, 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), 
pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar 
hukum, objek Pajak Pertambahan Nilai, Mekanisme 
Pembayaran PPN, Pengertian Barang Kena Pajak 
(BKP), pengertian Jasa Kena Pajak (JKP), tarif 
pajak, Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan 




Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, dan 
kendala-kendala dalam pemungutan PPN pada 
pangkalan LPG 3 Kg REVO. 
BAB IV : PENUTUP 
  Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan 
mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah 
penelitian dan beberapa saran yang akan menjadi 






















2.1 Sejarah Singkat Pangkalan LPG 3 Kg REVO 
PT. Pertamina didirikan berdasarkan akta Notaris Jenny Lanis Ishak, SH 
Nomor 20 tanggal 17 september 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan 
HAM melalui surat keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 9 oktober 
2003. Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. 
Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini mengganti namanya menjadi PN. 
Permina dan kemudian mengganti nama kembali pada tahun 1968 menjadi PT. 
Pertamina. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 sebutan perusahaan 
menjadi Pertamina yang berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina 
(PERSERO) pada tanggal 17 desember 2003 berdasarkan undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. 
PT. Bharti Noorgraha Sejati adalah salah satu badan usaha resmi dari PT. 
Pertamina yang merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki 
oleh pemerintah Indonesia (National oil company).  
 PT. Bharti Noorgraha Sejati beralamat di jl. Lintas Timur RT 021 RW 06 
Belilas kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. PT. Bharti Noorgraha Sejati 
merupakan perusahaan Indonesia dengan nomor registrasi 42/50350 diterbitkan 




Bharti Noorgraha Sejati di Kecamatan Peranap berjumlah 6 pangkalan. 
   Tabel 2.1 
Jumlah Pangkalan yang Terdaftar pada PT. Bharti Noorgraha 
Sejati di Kecamatan Peranap 
Sumber : PT.Bharti Noorgraha Sejati  
Pangkalan LPG 3 Kg REVO merupakan pangkalan resmi dari agen PT. 
Bharti Noorgraha Sejati sejak awal pengurusan izin usaha perdagangan sesuai 
dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (PK) dengan Nomor 
207/DPMPTSP/SIUP-PK/VIII/2017 yang ditetapkan di Rengat pada tanggal 23 
Agustus 2017 dengan barang/jasa dagang utama adalah Perdagangan eceran 
bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko. Modal dan 
kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) sekitar Rp. 
51.000.000 dengan jenis kelembagaan sebagai Pengecer. 
No Nama Pangkalan Alamat 
1. Pangkalan LPG 3 Kg REVO Desa Semelinang Darat, Kec. 
Peranap 
2. Pangkalan LPG 3 Kg BAGUS Desa Gumanti, Kec. Peranap 
3. Pangkalan LPG 3 Kg CUT Jl. Peranap, Simpang Tugu Kec. 
Peranap 
4. Pangkalan LPG 3 Kg BATURIJAL Desa Baturijal Barat, Kec. Peranap 
5. Pangkalan LPG 3 Kg RUZIAH Desa Katipo Pura, Kec. Peranap 




 Pangkalan LPG 3 Kg REVO beralamat di desa Semelinang Darat 
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Berikut 
merupakan beberapa desa di kecamatan Peranap antara lain : 
Tabel 2.2 
Daftar desa di Kecamatan Peranap 
Sumber : Kantor Kecamatan Peranap 
Secara hukum Pangkalan LPG 3 Kg REVO terdaftar dibidang penyaluran 
gas LPG kepada konsumen dengan Harga Jual HET Rp. 19.050/tabung. Harga 
Jual ini sesuai dengan SK Bupati Inhu No. Kpts.379/VII/2015. 
Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah bahwa LPG 3 kg 
     NO Desa di Kecamatan Peranap Rencana Pemekaran 
1.  Kelurahan Peranap Desa Padang Makmur 
2.  Kelurahan Baturijal Hilir Desa Istana Raja 
3.  Desa Pauh Ranap Desa Katipo Jaya 
4.  Desa Semelinang Tebing Desa Cimpur Jaya 
5.  Desa Ketipo Pura Desa Baturijal Tengah 
6.  Desa Semelinang Darat  - 
7.  Desa Pandan Wangi - 
8.  Desa Serai Wangi - 
9.  Desa Baturijal Barat - 
10.  Desa Baturijal Hulu - 
11.  Desa Setako Raya - 




subsidi hanya untuk Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro dengan omzet 
kurang dari 300jt/tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan menteri ESDM 
Nomor 26 Tahun 2009 dan UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008. 
Usaha Pangkalan LPG 3 Kg REVO mulai beroperasi pada bulan Agustus 
2017. Pemilik dari usaha ini adalah bapak Antoni Yanto yang bekerja sebagai 
wiraswasta. Tetapi pada bulan Januari 2021 Pangkalan 3 Kg REVO dialihkan 
kepada Bapak Hendriyanto yang merupakan adik kandung dari Bapak Antoni 
Yanto.  
Sebagai usaha yang bergerak dibidang Pangkalan LPG wajib memberikan 
performa terbaik untuk mendukung keadilan bagi masyarakat Rumah Tangga 
Miskin dan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. 
Karena banyak Pangkalan LPG 3 Kg yang menyalahi aturan yang berlaku, 
seperti menjual LPG 3 Kg diatas Harga jual HET serta menjual LPG 3 Kg 
kepada selain Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro dengan omset kurang 
dari 300jt/tahunnya. Hal ini membuat tabung LPG 3 Kg dijadikan jual beli 
diluar Pangkalan resmi yang berisiko harga jual diatas HET. 
2.2 Visi dan Misi PT. Pertamina 
2.2.1 Visi  
   “Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia” 
2.2.2.  Misi  
 “Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 





2.2.3.  Tata Nilai 
Tabel 2.3 
Surat Edaran 7.MBU.07.2020 Kementerian BUMN tentang AKHLAK 
sebagai Nilai-nilai utama BUMN 
SINGKATAN URAIAN 
Amanah Memegang teguh kepercayaan yang 
diberikan 
Kompeten Terus belajar dan mengembangkan 
kapitalitas 
Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan 
Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan 
bangsa dan negara 
Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam 
menggerakkan ataupun menghadapi 
 perubahan, 
Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergis 
Sumber : Surat Edaran Kementerian BUMN tentang AKHLAK  
2.3 Profil Pangkalan LPG 3Kg REVO 
Berdasarkan data yang terdaftar di PT. Bharti Noorgraha Sejati : 
1. Pemilik Usaha   : Antoni Yanto 
2. Nama Usaha   : Pangkalan LPG 3 Kg REVO 
3. Alamat Usaha   : Jl. Semelinang darat RT 02 RW 02 Peranap 




5. No. Telepon  : 082249196563 
6. Nama Agen  : PT. BHARTI NOORGRAHA SEJATI 
Berdasarkan data kepemilikan yang baru : 
1. Pemilik usaha   : Hendriyanto 
2.  Nama Usaha   : Pangkalan LPG 3Kg REVO 
3. Alamat Usaha  : Jl.Jendral Sudirman RT 13 RW 04 Peranap 
4. Mulai beroperasi : Januari 2021- Sekarang 
5. No. Telepon  : 085364828116 
6. Nama Agen  : PT. BHARTI NOORGRAHA SEJATI 
2.4  Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Pangkalan LPG 3 Kg REVO 
Pangkalan LPG 3 Kg REVO telah melaksanakan pemeriksanaan oleh 
Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kota Pekanbaru pada tahun 2017 (700/DPP/UPTD.1.2/1794/X/2017) dengan 
uraian sebagai berikut :  
Pesawat yang diperiksan  : Timbangan Pegas  
Kapasitas    : 20 Kg 
Merk, Type, Nomor serie : FRT SCALE ; NT ; 14000 
Skala terkecil   : 100 g 
Kelas Timbangan   : IIII 
 Minimun Menimbang  : 1 Kg 
Pemilik   : PT. Bharti Noorgraha Sejati/PKL. REVO 
Alamat/ Lokasi  : Semelinang Darat, Peranap 




 Boedi Ariman (NIP.197304162007011005) 
Tanggal Pemeriksaan   : 25 Oktober 2017 
Hasil Pemeriksaan  : Memenuhi Persyaratan untuk di Tera 
Tahun 2017. Dengan membubuhkan 
Tanda Tera sah (Sp6) = (17). 
DISAHKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL 
2.5  Uraian Peraturan Presiden Republik Indonesia 
2.5.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 
2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg terdapat Peraturan 
sebagai berikut : 
1. Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg diperuntukan hanya 
bagi rumah tangga dan usaha mikro. 
2. Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg dilaksanakan secara 
bertahap pada daerah tertentu di dalam wilayah Negara Indonesia. 
3. Ketentuan penetapan daerah diatur dengan Peraturan Menteri. 
4. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian tersebut diawali 
dengan memberikan secara gratis tabung LPG 3 Kg hanya 1 kali 
serta kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga 




2.5.2 Pengaturan Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga 
LPG 3 KG 
Adapun Peraturan yang dimaksud meliputi :  
1. Perencanaan volume penjualan tahunan dari badan usaha atas 
penyediaan dan pendistribusian kebutuhan tahunan LPG 3 Kg 
yang dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui  penugasan oleh 
Menteri. 
Penugasan ini dilakukan melalui penunjukan langsung atau pun 
secara lelang. Penunjukan langsung wajib memenuhi ketentuan, 
seperti :  
a. Perlindungan asset kilang minyak dan gas dalam negeri 
termasuk pengembangannya dalam rangka panjang. 
b. Jaminan ketersediaan LPG 3 Kg dalam negeri. 
c. Apabila hanya terdapat 1 Badan Usaha pemegang Izin 
Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan 
dan pendistribusian LPG 3 Kg. 
2. Harga patokan dan harga jual atau Harga Enceran Tertinggi 
(HET) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait 
yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian. 
3. Ketentuan Ekspor dan Impor LPG 3 Kg dalam rangka 
mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Badan usaha yang 




pendistribusian LPG 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila 
produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan nasional LPG 3 Kg, pelaksanaan ini dilakukan 
setelah mendapat rekomendasi dari Menteri serta izin dari 
Menteri Perdagangan. 
4. Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan 
LPG 3 Kg sesuai standar dan mutu LPG 3 Kg dengan 
mempertimbangkan kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah 
tangga mikro dan usaha mikro, serta usulan dari badan usaha. 
2.5.3 Tanggung Jawab suatu Badan Usaha 
Adapun tanggung jawab suatu Badan Usaha dalam Penyediaan dan 
Pendistribusian LPG 3 Kg sebagai berikut : 
1. Badan Usaha bertanggung jawab atas pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan terhadap penjualan dan penyaluran LPG 3 
Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. 
2. Badan Usaha dapat menjamin ketersediaan LPG 3 Kg untuk rumah 
tangga dan usaha mikro. 
3. Badan usaha yang mendapat penugasan dalam penyediaan dan 
pendistribusian LPG 3 Kg dilarang mengekspor LPG 3 Kg. 
4. Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan 
dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG 3 Kg untuk rumah 






  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang dibahas dapat 
disimpulkan bahwa : 
a. Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada pangkalan LPG 3 
Kg REVO berdasarkan Pasal 7 Nomor 42 Tahun 2009 tentang tarif 
Pajak Pertambahan Nilai adalah PT. Pertamina memungut Pajak 
Pertambahan Nilai 10% kepada agen PT. Bharti Noorgraha Sejati 
dengan adanya bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Paktur 
Nota Bon Penyerahan (PNBP) serta menagih Pajak Petambahan Nilai 
atas subsidi LPG kepada pemerintah sebesar 10% dikali dengan nilai 
subsidi. PT. Bharti Noorgraha Sejati secara langsung memungut Pajak 
Pertambahan Nilai pada pangkalan LPG 3 Kg REVO dengan cara 
menaikan harga jual kepada pangkalan dengan selisih harga  
Rp.3.665/tabung, dimana harga yang sudah ditetapkan adalah 
Rp.12.885/tabung dan dinaikan harga jual oleh agen dengan harga 
Rp.16.550/tabung. Atas selisih harga tersebut persentase pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 0,86%/tabung.  
b. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik 
pangkalan LPG 3 Kg REVO terdapat kendala-kendala dalam 




REVO yaitu kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait dengan 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada pangkalan LPG 3 Kg 
sehingga pangkalan tidak mengetahui bahwa harga Rp. 12.885/tabung 
sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
4.2 Saran 
Pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan terkait dengan harga 
LPG 3 Kg yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan sudah 
dikenakan atas nilai subsidi. Agar tidak adanya harga jual diatas harga 
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